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ABSTRACT
President of the Republic of Indonesia pla)s a central role iD running the go\ernmenl.
He/she has the responsibilitv for the successes and failures in achieving the state's

objeclives. AImost a decade ago. the president should have bccn deemed to blame on

the crisis, but his accountability \\as dilTicult to present. whilc the president's

accountabilil had not materialized yet. the lndonesian constitution of 1915 *as
amended. Unfortunately provisions ofthe president's accountabilit) are nol explicitly
regulated. This article raises an issue on how the president should be held responsiblc

It concludes that there are two aspecls ofaccounfability thal he/she must carry on that
arc before and after his/her occupancy-

Kata Kunci: Pertanggun gjawabaur Presiden

I. PENDAHULUAN
Sejakmerdeka. lndonesia

telah mengalami pasang sumt
kehidupan kenegaraan. Berbagai
hal perubahan sering mervamai
kondisi negara, bahkan perubahan

itu menyangkut hal -vang
mendasar sekalipun. Misalnya,
Indonesia pemah mengalami
perubahan bentuk negara dari
negara Kesatuan berdasarkan
Undang-undang Dasar 1945
(UUD 1945) menjadi negara
Serikat berdasarkan Konstitusi
Republik lndonesia Serikat

' Sr:f Pengajar Fakultas Hukum Universiias
T:runanasa.a Jakana

(Konstiusi RIS) sejak 21

Desember 1949. Tak lama
kemudian, bentuk negara ini
berubah menjadi negara Kesatuan
kembali berdasarkan Undang-
undang Dasar Sernentera (UtiDS)
sejak tanggal 8 Agustus 1950.

Sejak itu, bentuk negara ini
tampakn-va terus dipefiahankan
hingga kini meski Ut.rD Negara
Republik lndonesia mengalani
perubahan.

Sejak kembali kc LjUD 1945

tahun 1959, tampaknya Indonesia
telah memantapkan diri dengan

UUD 1945 sebagai hukum
dasaml'a. llal ini pernah dinla-
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lakan olch bangsa Indonesja

nlclalui !lajelis Permusyawaratan

Rak!et Senrcntara (MPRS) dalam
Ketctapannla n,lmor XX/MPRS/
1966 tenlanE! Sumbcr Tertib
Ilukunl dan Tata Urutan Peratumn

Perundanscn Negara RePublik

Indonesia. Dalam Kctetapan MPR

tcrsebut. LiUD l9'15 dinYatakan

sebagai sumber hr.tkurn bagi

pembcntukan hukum di

bawahnya. Lebih dari itu. Pada
tehun 198,1, MPR menetapkan

Ketetxpan MPR Nomor IV/\IPR-
RV19lJ:l terltang Referendum.
yang di dalannya memuet tekad

bangsa Indonesia unmk tidxk
rnengubah LIUD 1945. AP:rbi1a

ada pihak -vang lngrn

mengubihnya. rnaka hal itu harus

ditan\tkan kcPada seluruh rakYat

Indorcsiu melalui rcferendum'

Dirri tini lampak bahwa llUD
1945 dijadikan landasan hukum

konstitusional Yang terap. dao

sulit dilakukan Pcrubahirn.
l4enjelang akhir abad ke 20.

saat berada Pada uslanYa Yang ke-

53 lahun, tePatnva sejak awal

r;rhun 19911. Indonesia mengalami

kdsis ekonomi Yang merambah

prdr I'L ts ts letrtilnegJracn
(n,,lirikl. Krl\l\ lnl bers!Lll dari

l. rn., I r \x konJi5l cl'unonr'
Negara Rcpublik Indonesia Yang

tidak mampll menlbaYar hutang

pr.J.r n<;.'rir lrrirl. AlibctnlJ
rak-val dan elcnler bangsa lainnva

,'J.'l lr3l r.]enlnelL:r) rl
Pcnlcrlntah Or.le Baru Yang

∞
sedang bcrkuasa. Penguasa

Pcmedntah C)rde Baru dianggaP

sebagai penycbilb kisis ini dan

Pencrintah yang koruP serta

diktator. sehingga rakyat .li1n

clemen bangsa lainnya memjnta

pertan gun&la\\ ab an Presi.len

unluk tumn dari jabatannYa.

Selain itu. rakval dan clemcn

bangsa lainn)a .iuga tjdak

mempcrcayai lagi Malelis
Permusyawaratan Rak,rat (MPR)

dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) sebagai lembega PcnYalur
aspirasi rakyet. RakYat dan

elemen bangsa menuntu! agar

MPR dan DPR dibubarkan'

bahkan rnltncLrl isu )ang
diusungkan rak)at agir dibentuk

Ko litc Rakyat Indoncsia. Melihat
gejolak rakYat dan elemcn bangsa

!ans makin tidak mcmperciiyal

p.ni.'t.ng3o,, nceurr. malil
Pre\rdclr Soch.rrro lnen):rtilknn

dirinya mLrndur dari .jabata0nYa

n.rdr tdngga ll Mer lq98 d.rn

fosr\rnyr Lhganti olch Wakil
Presrrlen. BJ. Hrbihre sch.rc.ri

Prcsiden.
Tuntutan refbrrrasi tidak

berhcnti Pada mundurnYa

Presiden Soeharto. Tunutan_

tuntutan lainnra terus rliusungkan,

vans salah satuiYa adalah
'-"rin",rnnd.nr"n UllD 1945,

kareia dianggaP sudah lidak

sesuai dengan Perkem_bangan
kehidulan ketatane_garaan. MPR

mercspon baik tuntulan llu'
sehingga sejak tahun 1999 hingga
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kini- UUD 1945 telah menalami

empat kali Perubahan, melalui
sidang MPR tahun 1999. 2000,

2001, 2002. Perubahan ini
membuktikan bahwa UUD 1945

yang dalrulu dianggaP 'sakral".

sehingga tidak ingin dir.rbah, kini
tidak iagi memiliki nilai magis

seperti itu. Konsekuensi dari

perubahan lersebut, lndonesia

mengalami perubahan hukun dan

kerangka ketatanegaraan Yang

sangat mendasar.
Khusus menyangkut

Presiden dan Wakil Presiden,

selain mengubah ketenluan

tentang lembaga dan cara

pemilihannya, UUD 1945 juga

telah diamandemen masa iabatan
Presiden dan Wakil Presiden.

Masa jabatan Presiden Yang diatur
dalam Pasal 7 UUD 1945 berubah

menjadi Presiden dan Wakil
Presiden memiliki masa jebatan

selama masa lima tahun dan

dapat pilih kembali untuk satu keii
masa jabatan berikutnya.

Ketentuan ini menjawab ketidak-

ielasan batas masa jabatan

Presiden dan Wakil Presiden Yang

diatLrr sebelumnya, Yang
men)ebutkan "Presiden dan

\\'akii Presiden memiliki masa

iabatan selama lima tahun dan

sesudahn-va daPat diPilih
kernbali . Ketidakjelasan keter-
:uan sebelumnva terletak Pada
:erapa kali (pedode) seseorang

:.leh menjabat Presiden atau

'I3ki1 Presidenl ketentuan ini
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tidak jelas batasnta.. Nlelalui
perLlbahan Pasal 7 tersebut. UUll
1945 ielah membatasi secara jclas

dan tegas masa jabatan Presiden

dan Wakil Presiden Paling lama

dua kali (periodc) masa jabatan.

Perubahan lain dari

amandemen UUD 1945 adalah

tentang pertanggungja\\'aban
Presiden. Hal ini diiatalbelakangi
masalahan Presidcn Pada
Pemerintahan Orde Baru.

penyerahan jabatan Preslden dan

mantan Presiden Soeharto ke

Wakil Presiden B.J. Habibie, dan

pertanggungiawabi Presiden

K.H. Abdurrahman Wahid. Pada

masa Presiden-Presiden tcrsebut

muncul dilema pefianggung-
jauaban Presiden, yang bemirda

pro dan kontra antara Pihak
Presiden dengan mas-\'arakat alau

lembaga negara 1ain. Proses

hukum yang diambil dalam

penyelesaikan Pertanggungia-
q,aban Presiden ditanggaPi secara

berbeda-beda aitara pihali Yang
satu dengan yang lain. Akibatn,\'a
penyelesaian perma-salahan itu
masih menimbulkan rasa

ketidakadilan oleh Pihak Yang
bersangkutan.

Meskipun masih menim-
bulkan persoalan scpeni di atas,

ketentuan mengenai Penang-
gungjawaban Presiden Pasca

amandemen ULID 19'15 makin
tidak je1as. Apakah ini
menunjukan masalah Perlang_
gungjawaban Presiden tidak

斗 ■
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dipcrlukan lagil, Apabila ia.
apakah jabatan publik yang
diemban olch Presiden tidak patut
dipertanggungiawabkan? Siapa
yang harus bertang-gungawab
allabila tugas yang dilaksanakan
Prcsiden ternyata membawa
kehancuran terhadap bangsa darl
negara lndoncsia?

Bcberapa ketentuan dan
persoalan di atas mcnadk untuk
dlkaji secara ilmiah, menginElat
jabatan publlk dapat berdampak
besar pada kchidupao bangsa dan
negara Indoncsia. Hal itulah yang
menjadi daya tarik pcnuiis untuk
mengkaji masalah ini dalam
tulism yang sederhana ir1i.

II. PI.]R}'IASALAHAN
Dari latar belakang tersebut

di atas lampirk bahwa Jabatan

Prcsldcn adalah salah satu Jabatan
yang tctap ada mcskjpun UUD
19,15 tclah diubah. Pcrtang-
gun&lawaban Presiden akan terus
menjadi permasalahan, sehingga
pcrlu ada kcjclasannya. Meng
ingat ketentuan UUD 1945 serelah

diubah tidak menyebutkan sccara
eksplisit ketentuan lentang
pcrtanggunlijawaban Presiden,
maka permasalahan yang ingin
diangkat oleh penulis adalah
bagaimana pertanggungjau'aban
Prcsidcn Rcpublik Indonesia
sctclah UUD 1945 diubah l

TII. JABATAN I)AN PENGISIAN
JABATAN PRESIDEN

Di Indonesia terdapat jabat
an atau lembaga negara yang
disebut Presiden. Jabatan ini
sebagai konsekuensi komitmen
bangsa lndonesia yang mene
tapkan pemerintahan negilra
berbentuk Rcpublik. Hal ini
terlihat dalan Pasal I Ayat (l)
UUD l9:15 yang menyatakan
bahwa Ncgara Indoncsia adalah
negara Kesatuan yang berbentuk
Republik. l)alam teori Hukuni
Tata Negara dikenal dua bentuk
pemerintahan yaitu Pcmcrin tahan
Kcrajaan dan Pcmcrin tahan
Republik. lni berarli Peme-
rintahan Republik adalah
kebalikan dari Peme ntahan
Kerajaan.

Pemerintahan Kcrajaan
adalah pcmcrintahan yang

dipimpin olch scorang Raja yang

diangkat berdasa|kan asas

keturunan. Tidak semua orang
atau \\'arga negara mempunyai
hak menjadi Raja, dan rak)at
tidak memiliki kekuasaan ntuk
mcnentukan siapa yang diPercaYa

memimpin pemerin-tahan negard.

Hanya orang yang mempun)ai
garis keturunanlah yang nlem-
punyxi hak meniadi Raja.
Sebaliknya, dalam Pemerintahan
Republik, kepala pcmctintahan
ditentukan oleh orang baDyak.

dalam hal ini adalah rakyat yang

berdaulat di dalam negura. Rakyat
mcmpunyai hak memilih dan
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dipilih uatuk menjadi kepala
pemerintahan. Karena itu
Pemerintahan Republik adalah
pemedntahan yang diteniukan
oleh dan diperuntukan bagi umum
(rakyat).. Dalam hal ini rakyat
berhak mene[tukan pemerintahan
yang dipimpin oleh seorang
Presiden (Moh Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim. 1980: 22.).

Selain ada jabatan iembaga
Presiden, dalam UUD 1945 juga
terdapat beberapa lembaga negara
iain, yaitu Majelis Permusya-
waratan RakJat (\4PR). Deu'an
Perwakilan Rakyat (DPR). De\lan
Perwakilan Daerah (DPD), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK),
MahlGmah Agung (MA),
Mahlamah Konstitusi (MK),
Komisi Pemilian Umum (KPU),
dan Dewan Petimbangan. Di
antara lembaga-lembaga negara
te$ebut, DPD, MK, KPU, serta
De$,an Penimbangan adalah
lembaga negara baru yang
sebelumya tidak ada dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sementara itu, satu lembaga
negara yang sebelumnya ada
(ketika UUD 1945 belum diubah)
kemudian ditiadakan adalah
Dewan Pe imbangan Agung
(DPA).

Sebelum UUD 1945 diubah.
lembaga-lembaga negara memi-
liki kedudukan yang jelas dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hal ini terlihat dari Penjelasan
Umum UUD 1945 (ketika masih
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berlaku) yang menempatkan MPR
sebgaai lembaga ncgara tertinggi
sedang-kan lembaga-lembaga
negara lainnya sebagai lembaga
negara tjnggi. Sebagai lembaga
negara tertingi. kedLldukan MPR
bemda di atas lembaga-lembaga
negara lainn)a- Demikian pLlla

sebalikn,va. Dari sini tampak
hahwa sebelrLm llllD 1945

diubah. kedudukan Presiden
adalah sebagai lembaga tinggi
negara, yang berada di bawah
MPR. Lebih lanjut dijelaskan
dalam Penjelasan Llmum llllD
1945 angka III, kedudukan
Presiden tidak neben tetap\
undergeordnet kepada \4PR. l ang
berarti kedildukan Presiden tidak
sejajar tetapi bemda di bawah
MPR. Meskipun demikian, pada
Penjelasan Umum UUD 1045

angka lV disebutkan bahu,a di
bawah Mejelis Permusya\raratan
Rak,Yat. Presiden adaiah
penyelenggara pemerintah negara
yang tertinggi.

Setelah UUD 1945 diubah.
kedudukan lembagalembaga
negara tersebut di atas tidak diberi
penjelasan lebih lanjut. Penjelasan
UUD 1945 yang di dalamnya
mengatur kedudukan lebaga
negara dinyatakan tidak lagi
sebagai ketentuan yang berlaku.
sehi[gga ketetuan yang mengalur
kedudukan lembaga ne-qarj
menjadi tidak ada. Hal ini tampal
jelas dari Keteupan NIPR \.-
IIIMPTj2000 teniang Sui--:.:
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Hukum dan Tata flrutan Peraturan
PerundanS Lrndangan Pasal I Ayat
(3) yang menlebutkan:

(l) Sumber- hukum dasar
. nasional adalah Pancasila

sebagaimana yang tertulis
dalam Pembukaan Undang
undarg Dasar 1945. yaitu
Ketuhanan Yang Maha
Esa. Kcmanusiaan yang
adil dan beradab. Persatuan
Indonesia, Ke.akyatan yang
dipimpin oeh hikmah
kcbrjaksanaan dalam
pcrmusyawaratan / perwa-
kilan. dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat
Indoncsia, dan Batang
Tubuh Undang undang
Dasar i 9,15.

Dengan tidak dinyatakannya
Penjelasan UUD 19,15 sebagai
hukum dxsar nasional. maka
keberadaan penjelasan teasebut

sebagai peraturan yang mengikat
sudah tidak ada lagi. Dengan
demikian. maka UUD 19,15 yang

dinyatakan sebagai sumber
hukum dasar hanya terdiri atas

dua bagian, yaitu Pembukaan dan
Batang Tubuhnya.

Di dalam Pembukaan
maupun Batang Tubuh UtlD 1945

tidak ada ketentuan yang

menycbutkan lembaga negara
tertinggi cldn lembaga negara
tlnggi. Apakah ini berarti hal itu
lidak ada lagil Persoalan ini dapat

dilihat dari fungsi MPR scbclNn
dan scsudah t.rl-rD 19.15 diubah.
Sehelum llIlD 1945 diuhah. MPR
berfungsi sebagai pclaku keda
ulatan rakyat Meskipun
kedaulalan negara Indonesia ada

di tangan rakyat tctapi MPR-lah
yang melaksanakan sepenuhnya
kedaulatan rakyat [Pasal 1 Ayxt
(2)1. Kedaulatan negal a Indonesia
kepunyaan rakyat (Hannaily
Ibrahim, 1999: 13), telapi MPR-
lah satu-satunya lembaga negara
yang melaksanakan kedaulatan
rakyat (Sri Soemantri, 1986: 157).
Ditetapkannya MPR sebagaj

pelaku kedaulatan rakyal. karena
dalam Penjelasan Unrum UUD
1945 dinyatakan MPR adalah
rertrelung orgLln des v,illenn der
\tdatvolkens (MPR adalah
penjelmaan seluruh kehendek
rayat Indonesia). Sebagai lembaga
penjclmaan rakyat, pada
hakikatnya MPR adalah rakyat itu
sendiri, schingga ketjka rakydl
melakukan kedaulatannya dapat
menjelma-kan dirinya dalam
wujttd MPR

Sebagai pelaku scpenuhnya

kedaulatan rakyat, Penjelasan
Umum UUD 1945 angka III
menempetkan MPR memegang
kekuasaan tcrtinggi negata (Die
gezamte Staalgewelt liegi allein
bei der Majelis). Hal ini juga

dinyatakan dalam Penjelasan

Pasal 1 bahwa Majelis Pcrnlu-
syawaratan RakYat adalah
penyelcnggariL ncgara yang
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tertinggi, Mejelis ini dianggap
sebagai penjelmaan rakyal yang

memagng kedaulatan negara.

Lebih lanjut dijelaskan dalam
Penjelasan Umum UUD 1945

angka ,III bahwa Presiden
menjalankan haluan negara yang
telah ditetapkan oleh Majelis.
Presiden diangkat oleh Majelis. Ia
adalah oandataris dari Majelis. Ia
rvajib menjalankan putusan-
putusan NIajelis. Presiden tidak
neben tetapi unlergeordnet
kepada Majelis. Ketentuan
tersebut menempatkan M?R
sebagai lembaga negara leninggi
sedangktur Presiden sebagai

lembaga negara yang berada di
bawah MPR yang seiajar dengan
lembaga negara lainnya. yang

disebut sebagai lembaga tinggi
negara.

Setelah UUD 1945 diubah
dan Penjelasan UUD 1945

ditiadakan, Pasal I A,vat (2)

menyatakan Kedaulatan ada

ditaflgan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya menurut Undang-
undang Dasar. Ketentuan yang
menyatakan MPR sebagai pelaku

sepenuhnya kedaulatan rakyat
ditiadakan dan diubah dengan
(kedaulatan) dilakukan sepenuh-
nya menurut UUD. Ketentuan ini
tetap menempatkan kedaulatan
negara Indonesia ada di tangan
rakyat, sehingga kekuasaan
negara tertinggi masih ada di
tangan rakyat. Kata "sepenuhnya
dilakukan menuut UUD
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mengandung afii pelak-sanaan

kedaulatan rakyat disesuaikan
dengan ketentuan UUD 1945.

Apabila penulis ntenkali
UUD 1945 yang telah diubah.
kedaulatan rak-!- at dilakukal
dengan dua cara. yaitu pertama

dilakukan sendiri secara langsung
olch rakyat, dan kcdua. dilakukan
tidak seca.a langsung oleh rak)at
meiainkan oleh lembaga-lembaga
negara yang diatur dalam UUD
i945. Kedaulatan rakyat yang

dilakukan langsung oleh mkyat
adalah pada saat rakyat memilih
wakilnya dan Pl.esiden beselta
Wakil Presiden melalui Pemilihan
Umum. Ha1 ini scperti yang

dinyatakan dalam Pasal 6A Ayat
(1). Presiden dan Wakil Presiden

dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat dan

Pasal 22E Ayat (1) Pemilihan
umum diselenggara-kan untuk
memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah. Presiden dan
Wakil Presiden. dan Dervan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedaulatan mkyat yang

tidak dilaksanakan oleh raklal
sendiri melainkan oleh lembaga-
lembaga negara adalah dalam hal:
1. menetapkan dan ate,..

mengubah Undang-unCu.
Dasar, yangt dllakukar ..::.
MPR (Pasal 3. Pasal -:- :

2. menetapkan L nJ.irg''.::::.-:
yang dilakukan a i3: ?r.i:::.
dan Delan Pe:.r.i:'-- L- '
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(DPR), bahkan dengan Dewan
Perwakilan Daerah saat
rncnetapkan undang-undang
vang meterinya menyangkut

Daerah folonomi
. daerah) (Pasal 5 Ayat (l),

Pasal 20, Pasal 21, Pasal

J. mclaksanakan kekuasaan
pemerintahan negara. yang
drlakukirr oleh Presidcn [Pasa]
4 Ayar ( 1)l;

4.melaksanaan pemedksaan
keuangan negara, yang dilaku
kan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) (Pasal 23A);

5. mclaksanakan kekuasaan
kehakiman, yaitu kekuasaan
negara cli bidnag peradilan,
yang dilakukan oleh lembaga
Mahkamah Agung (MA) dan
\{ahkamah Konslilusi (MK)
(Pasal 24, 2'1A. 24B, dan
24C)l

6. nrclaksanakan pcmilihan
ulrum untlrk mernilih wakil
rayar (DPR, DPR, dan
DPRD), dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umu
(KPU) (Pasal 22E);

7. mcmberi peftimbangan kepa-
da Presiden, yang dilakukan
olch Dewan Pertjmbangan
yaig dibentuk oleh Presiden

UUD 1945. Ketentuan lersebut
tidak membedakan edanya
lcmbaga teningi negara dan

lernbnlJa tinggi negira. Ini bcrarti
semua lembaga negara mcmiliki
kedudukan yang setara. Dengan
demikian. jabatan Presiden adalah
sebagai jrbatan negara yang
sejajar dengan jabatan / lernbaga
negara lainnt. a.

Sereleh IillD 19.15 diubah.
ketentuan pcngisian jabatan

Presiden jL,ga mengalarni
perubahan. Scbclum UUD 1945

diubah pcngisien .jabalan Presiden
diatur daiam Pasal 6, yang
kemudian dintur lebih lanjut
dengan Ketctapan MPR No.

IIYMPR/1973 tentang Pemilihan
Presiden. Pasal 6 Ayat (l)
menyebulkanr Presiden adalah
orang Indonesia Asli. Ayat (2)-
nya menyatakan Presiden dan

Wakil Presiden dipilih dan

diangkat oleh Maje lis Pennusya
waratan rakyal dengan suara

terbanyak
Meskipun setiap orang

rnemiliki hak yang sama untuk
mencalonkan atau dicalonkan
meniadi calon Presiden, namun

menurut KetetaPao MPR No.
[/MPR/1973 calon Prcsiden
diusulkan oleh Fraksi atau

gabungan Fraksi di MPR kepada

MPR. Calon yang diusulkan wajiL
mcmenuhi syarat:
a. bertaqwa kepada luhan Yang

Maha Esa.

(Pasal 16).

Ketcntuan
rnernperlihatkan semua lembagil
negara mclaksanakan kedaulatan
rakyat di bidangnya masing-
rnasing sesuai dengan ketcntuan

di
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b. berusia sekurang-kurangnya

40 tahun.
c. sehatjasmani dan rohani,
d. tidak terlibat organisasi

terlarang,
e. tidalt sedang dicabut haknya

untuk dipilih,
f. tidak sedang diancan pidana

sekurang-kurangnya lima
tahun penjffa,

g. berpendidikan sekurang-
kurangnya sekolah lanjutan
tingkat pertama atua sederajat,

Calon Presiden yang telah
diusulkan diangkal oleh MPR
dengan mengutamakan asas

permusya\\'aratan untuk mufakat.
Asas ini ditempuh lebih dahulum
oleh MPR dalam mengangkat
Presiden. Apabila pemusya-
waratan untuk mufakat tidak
tercapai, maka pengangkatan
Presiden didasar-kan pada suara
terbanyak yang diperoleh melaiui
pemllngutan suara (voting). Calon
Presiden yang disetujui dalam
pernusya-waratan atau mendapat
suara terbanyak diangkat dan
dilantik oleh MPR menjadi
Presiden.

Presiden terpilih diangkat
untuk masa jabatan lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih
kembali (Pasal 7 UUD 1945
sebelum diubah). Ketentuan
memberi batsan satu kali masa
jabatan Presiden adalah lima
tahun. Setelahnya, apabila MPR
masih menghendakinya, Ia dapat
dipilih kembali menjadi Presiden
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untuk periode masa jabatan lima
tahul be kutn,va. Ketentuan ini
mengandung arti periodesasi masa
jabatan Presiden tidak terbatas.
sepanjang MPR masih memi-
lihnya. Hal ini terbukti dengan
diangkatnya lebih dari enan kali
masa jabatan (32 tahun) menjadi
Presiden. Kemudian. ketentuan ini
diubah melalui amandemen
pertama UUD 1945 tahun 1999.
sehingga Pasal 7 UUD 1945
berubah menjadi "Presiden dan
Wakil Presiden memegang masa
jabatan selama lima tahun dan
sesudahnla dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanva
untuk satyu kali masa jabagtan".

Kete[tuan ini dengan tegas
membatasi seseorang menjadi
Presiden paling lama dua akli
masa jabatan (10 tahun), apabila
pada Ia dipilih kembali untuk
menjadi Presiden untuk kedua kali
masajabatannya.

Sejalan dengan perkem-
bangan refommasi, ketentuan
UUD 1945 yang mengangkut
pengisian iabatan Presjden terus
dilakukan perubahan. Pada tahun
2001, MPR melakukan perubahan
UUD 19,15 untuk ketiga kalinla.
Dalam perubahan itu timbul
bebe.apa ketentuan perubahan dan
ketentuan baru mengenai pengi-
sian jabatan Presiden.,"-aitu :

Pasal 6:
(1) Calon Presiden ;:: (, :

\\'akil Presli::: i,:,.
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seorang warga negara
Indonesia sejak lahir dan
lidak pemah menerima
kcwargancgaraan lain kare
na kchcndaknya sendiri,

. tidak pcrnah menghianati
ncgara, serta mampu secara

rohani dan jasmani untuk
rnela*sanrkan tugas dan
kcuajiban sebagai Presiden
dan Wakil Presiden.

(2) Syaral - syarat menjadi
Prcsidcn dan Wakil
Presiden diatur lebih Ianjut
dengan undang-undnag.

Pasal 6A:
( I ) Presiden dan Wakil

Presidcn dipilih dalanr
satu pasnngan secara

langsung olch rakyat.
(2) Pasangan calon Presidcn

dan Wakil Presiden
diusulkan olch partai
politik atau gabungan
partai poliiik peserta
pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan
umum.

(J) Pasangan calon Presiden
dan Wakil Prcsiden yang

l]rendapat suara lebih dari
lima puluh persen dari

Jumlah suara pemilihan
umurn dengan sedikitnya
dua puluh persen suara

disctiap provilsi yanll
tersebar di lcbih dari
setengah jumlah provinsi
di Indonesia dilantik

mcnjadi Presiden dan
Wakil Presiden.

(,1) Delem hal tidak ada
pasangan calon Prcsidcn
dun Wakil Presiden terpi
lih. dua pasangan calon
Yang memperoleh suara
terbanyak pcrtama dan
kcdua dalam pemrlihan
umum dipilih oleh rakyat
sec[ra langsung dan
pasangan a"ang menlpcr
oleh suam rakyat lerba-
nyak dilantik mcnjadi
Presidn dan Wakil
Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan
pemilihan Prcsiden dxn
Wakil Presiden lcbih lan-
jut diatur dalam undang
undang.

Ketcnluan tersebut di alas

memperlihatkan bahwa Presiden

dan Wakil Presidcn tidak lagi
dipilih oleh MPR retapi dipilih
langsung oleh rakyal mclalui
pemilihan umum, calon Presiden

dan wakil Presiden wajih merne-

nuhj syarat yang diatur dalam
Pasal 6 yang diatur lebih laniut
dalarr IlL. calon Presidcn dan
Wakil Presiden me.upakan
Pasangan yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai
politik. ada syarat perolehan suara

rakyat pemilih yang $,ajib
dipcroleh oleh pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden

unruk mcniadi Prcsiden, dan

kctcntuan penilihan prcsiden



瑣
diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.

Berdasaxkan ketentuan Pasal

6 dan 6,4 di atas, pada tanggal 3l
Juli 2003 legislatif (Presiden dan
DPR) .mengeluarkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003
tentarg Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden.
Dilihat dari isinya, UU ini
mengatur tentang ketentuan
umum, peserta pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, hak memilih,
penyelenggara pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, pendaftaran
pemilih, pencalonan. kampanle
dan dana kampanye. pemungutan

dan penghitmgan suara, pene-

tapan calon terpilih dan pelan-
tikan, penghitungan dan pemu-
ngutan suam ulangf pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dan
pemilu Presiden dan Wakil
Presiden susulan, pengawasan
beserta penegakan hukum dan
pemantauan pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, ketentuan pidana,
ketentuan lainlain- ketentuan
pelalihan, dan ketentuan penutup.

Khusus mengenai pengisian
jabatan Presiden menumt UU
Penilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, secara singkat
dapat penulis uraikan sebagai
beriut:
1. Calon Presiden dan Wakil

Presiden diusuikan secara

berpasangan oleh partai
politik atau gabungan partai
politik yang memperoleh

′ERZイ CヽC“VCノ

“

l14"ヽ ′RCSのεN R″ Lrlι 7A lヽDO● _rk“

′月SC4"MANDEMEヽ どしD′
'V'

sekurang-kurangn,va 15%
(lima belas persen) dari
jumlah kursi DPR atau 20%
(dua puluh persen) dari
perolehan suara sah secata
nasional dalam Pemilu DPR
(Pasal5):

2. Calon Presiden dan Wakil
Presiden wajib memenuhi
s] arat bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa. \\,arga negara
Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pemah mene ma
keuareanegaraan lain karena
kehendakn) a sendiri, tidak
pemah menghianati negara,
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
bertempat tinggal dalam
wilayah Negara Kesaluan
Republik Indonesia, telah
melaporkan kekayaannya
kepada instansi yang berue-
nang memeriksa laporan
kekayaan penyeleng-gara
negam, tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara
peiseorangan dan-/atau secara

badan hukum yang menjadi
tanggung jal\'abn)a yang
merugikan keuangan negara,
tidak sedang dinya-takan pailit
oleh putusan pengadilan, tidak
sedang dicabut hak pilihnl a

berdasarkan putusan penga-
dilan lang telah men'rpun) ai

kekuatan hukum tetap. tidal
pemah melakukan perbuatar
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teccla- terdallar sebagai

pcmilih. memiliki nomor
pokok wajib Pajak (NPWP)

dan lclah melaksanakan

kewajiban Pajak se)ama 5

' (lnna) tahLln terakhir Yang

djbuktikan dcngan Surat

Pcmbcritilhuan Tahunan Pajak

Pcnghasilan Orang Pribadi,

memiliki daftar riwaYat hidttP'

bclum Pernah menjadi sebagai

Pre,iiden dan Wakil Presiden

selama dua kali masa jirbatan

dalam iabatan Yang siinla,

sctia k(:Pada Pancasila sebagai

dasar negara, Undnag_undang

Dasar 1945, dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 19'15 '
lidak Pcrnah dihukum Penjara
karena melakLlkan tindak

prdrrlJ mJkrl berda\rrkJn
putLl\rn fcn!iidilitn )dng telah

,r",rPrnYa, kckuJtlrn hukum

tctJP. helu\iJ sc[urang
kuranPnYr l5 (tiga luluh
limr) tahun, berpendidikan

serendahrendahnYa SLTA
atau Yang sedeera.jat, bukai
bekas anggota organlsasl

terlarang Partai Komunis
Tndonesia. termasuk organi_

sasi massa-nYa atau bukan

orirnE ) rng lerlrbrt l.rbg'ung
.tJlJn C JU.S/PKl, Jcn lidJk

Pernbah dijatuhi Pidana

Peni.rril h(rdd'drkan Pulu'rn
Pcnga.lrl.n ) tmg t<lrh

menlDun\ai kekuatan hukum

tetaP karena melakukan tindak

pidara Yang diancam dengan

3

4

⑩
pidana penjara 5 (ljma) tahLrn

;rtru lebih (Pasal 6):

Pasangan calon Presiden dan

Wakil Prcsiden diPilih olcl
riLk) at dalam Pemilihan unlur
Presiden dan Wakil Presider

berdasrrkan asas langsung

Llmum. bebas, rahasia. jujur

dan adil (21:

Rakyal -vang berhak memilii

ad.rlah Yang Pada saat ha'
pemungutan suara sudal

terumur l7 (luiuh belas

tahun atau sudah / Pernal

kawin. tidak sedang tergane

gunp I r\.r/tnsrtinle. ildr
*e,1rns dreirbut hrk PrlihnY

bcrclas_arkan Putusan Pcngl
dilan yang telah memPLinYl

kckLlatan hukun tctaP, scrl

tcrclaftar sebagai Penilih t

KPU (Pasrl 7 dan tt):

5. PcnlelcnggurJ Pemilihr
umuln Plesrden dirn Wrk

Presiden adalah Komi

Pcmilihan Umum (KPU

yaitu KPU Yang menyelen

garakan Pemilihan Umu

anggota DPR. DPR, dr

DPRD (Pasal 9);

6. Sebelum dilakukan Pem

ngutan suara, diadakan kat

Panye olch Pasang^n calr

dan Tim KamPanYe Ya

rledolnan Llan ladwrl PeloLr

naannva ditetcl'krn oleh KI
dcngan memPerhatikan ul

dari pasangan calon (Px

3 5)l



∝
7. Ha , tanggal. dan waku

pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
ditetapkan oleh KPU (Pasal

46)|

8  Pclaksanaan pcnnungutan

suara dilakukan pada tempat
pemungutan suara (TPS)/
tempat pemungutan suam luar
negeri (TPSLN) dengan
mencoblos tanda gambar
pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden (Pasal 49-57);

9. PerhitungaD suara dilakukan
di TPS/TPSLN dengan
sisaksikan oleh saksi dari
pasangan calon dan dihadiri
oleh pengawas pemilu,
pemantau pemilu, dan warga
masyamkat (Pasa1 58);

10. Perhitungan suam dapal
diulang apabila terdapat satu

atau iebih pen."-impangan:

perhitungan suara dilakukan
secara tetlrtup. perhitungan
suara dilakukan ditempat yang
kurang penerangan cahaya,
saksi pasangan calon alau
pengawas pemilu dan/atau
pemantau pemilu dan atau
masyarakat tidak dapat
menyaksikan perhiturgan
suara, perhitungan suam
dilakukan ditempat di luar
tempat dan *aktu yang telah
ditentukan; dan/atau le{adi
ketidaksinkronan dalam me-
nentukan surat suara yang sah

dan surat suara yang tidak sah
(Pasal 70);
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1 1. Pemungutan suara ulangan
dapat dilakukan apabila terj adi
kerusuhan yang mengakibat-
kan hasil pemungutan suara

tidak dapat digunakan atau

perhitungan suara tidak dapat
dilakukan- atau karel1a

terbukti pembukaan kotak
suara da0atau berkas Pemu-
ngutan dan perhilungan suara

tidak dilakukan menurut tata
cara )ang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undang-
an, atau pelugas KPPS
neminta pem jlih memberi
tanda khusus atau menanda-
tangani atau menulis nama
atau alamatnya pada surat
suara -Yang digunakan. alau
lebih dari seomag pemilih
menggunakan hak pilih lcbih
dari satu pada TPS 

"Y-ang 
sama

atau berbeda, atau petugas
KPPS merusak lebihd ari satu
surat suara yang sudah
digunakan pemilih, atau lebih
bdari seorang pemilih yang
tidak terdaflar mendapat
kesempatan memberikan suara

di TPS (Pasal 71);
12. Pasangan calon !'ang

mendapatkan lebih dari iima
puluh persen dari jumlah suara

dalam pemilu Presiden dan
Wakil Presiden deng:i
scdikitnya dua puluh pe::c-
suara di setiap pr,r\rr.r '.1:-
tersebar Iabih Jari .:::--: - 

-

.jumiah prr.r insi .r :.: ..:: .
diumumk:r: :.::!:: ?::: :-
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dan Wakil Presiden dan
dihLralkarr herita acara ha\il
pcmilu Presiden dan Wakil
Presiden [Pasal 66 Ayat (2)];

13. Dalam hal lidak ada pacangan
. calon terpilih sebagalmana

dimaksud Pasal 66 Ayat (2),
dua pasangan calon yang
menrperoleh suara terbanyak
perttma dan kcdua dipilih
kembali oleh rakyat secara

Iangsung dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden,
dan pasacangan yang mem-
pcrolch suara tcrbanyak
diangkat menjadi Presiden dan
Wakil Prcsidcn (Pasal 67);

14. Pasangan Presiden dan Wakil
Presiclen telpilih berumpah
ltlenlrrut agama atau berjanii
dcngan sungguh sungguh dan

dilantik oleh MPR dalam
Sidang MPR sebelum berakhir
masa jabatan Prcsiden dan

Wakil Presiden:

Drri ketenhrrn di atas.

tampak bxhwa pengisian jabatan

Presiden setelah UUD 19,15

diubah sangat ditentukan oleh
rakyat. MPR tidak lagi
mcncntukan siapa yang menjadi
Presiden. bahkan Wakil Presiden.
MPR hanya diberi wewenang
rnener ima sumpah dan mclantik
Presiden dan Wakil Prcsidcn yang
telah dipilih oleh rakyat. Ini sesuai

dcngan perubahan pelaksanaan
prinsip kedaulatan rakyat di
lndonesia. Seperti pada uraian di

trlns. MPR bukan lagi sebugai
lcmbaga pcnjclmaan rakyat yang
melaksanakan sepenuhnya k(rdau

latan rakyat, tcrmasuk dalam hal
menentukan siapa yang menjadi
Presidcn. MPR hanya scbagai
lembaga negara, sebagaimana
lembaga negara lainnya, yang
melaksanakan sebagian kcdau
latan rakyat scsuai dengan tugas
yang bdiletapkan UUD, yaitlll
mcnctapkan (-1,-D yang baru,
mengubah UUD, melaniik
Prcsidcn dan Wakil Prcsiden yang
telah dipilih rakyat. dan
mc bcrhcntikan Presiden (Pasal 3
UUD 1945 yang telah diubah).

IV. KEKUASAAN PRESIDEN
Apabila memperhalikan

ketcntuan UUD 1945. kekuasaan
yang dimiliki oleh Presidcn terkait
dengan fungsinya. Dalam
Penjelasan UUD 1945 angka IV
dinyatakan "Prcsiden ialah penye-

lenggara pemerintahan negara
yang tertinggi di bawah Majelis'.
Selanjutnya dinyatakan "dalarn

meni alankan pcmerintahan
negara, kekuasaan dan tanggung

Jawab adalah di tangan Ptesidcn
(.coficentratio\ oJ' power and
reqo sibility upon the Pre.tide ".
Penjelasan ini tampak terkirit
dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (l)
UUD 19,15 yang menyatakan
"Presiden Repr.tblik Indonesia
memegang kekuasaan pemerin
tahan negara menurul Undang
undang Dasar". Fungsi ini
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menempatkan Presiden Republik
Indonesia sebagai Kepala Peme-

intahan Negara atau peme-gang

kekuasaan eksekutif (sesuai puia
dengan Penjelasan Pasal ,1 dan

Pasal 5 Ayat ( 2) serta Penjeiasan

Pasal 5 Ayat (1) UUD 19:15), atau
pemegang kekuasaan pcmerin
tahan riil (the real exceculive)
bukan sekadar memegang
kekuasaan nominal (the nominal
excecutite) (Philipus M. Hadjon
et. al., 1993 | 84.).

Pada ketentuan lain. ] ailu
penjelasan Pasal 10. 1i. 12. li.
14. dan 15 dijelaskan 'kekuasaan-

kekuasaan Presiden dalam pasal

ini ialah konsekuensim dari
kedudukan Presiden sebagai

Kepala Negara". Sebagai Kepala
Negara, Presiden merupakan
lambangn kesatuan dan persatuan

ba.rgsa (Moch. Kusnardi dan

Harmaily Ibrahim, 1983: 208).
Dalam hal ini Presiden tidak
mempunyai kekuasaan real telapi
kekuasaanya han,va bersifat
nominal (the nominal excecutive)
(Philipus M. Hadjon et. al.. 1993:

84.).
Selain sebagai Kepala

Pemerintahan dan Kepala Negara,
dalam Penjelasan Umum angka
IV dinyatakan "ia (Presiden)

adalah Mandataris MPR. Presiden
adalah lembaga [egara yang
menedma mandat dari MPR
sehinggi Presiden rvajib menja-
lankan putusan-putusan. Menurut
Pasal 98 Ketetapan MPR No.
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IiMPtu1983 tenrang Tata Te ib
\.Iaje1is Permus)a$'aratan Raklat
putusan MPR dapat belupa UUD.
Ketetapan MPR. dan Keputusan
NIPR. Dalam pasal tersebut

dijelaskan lebih laniut bah*a
L UD adalah hukum dasar ncgara

lang tertulis, Kelelapan MPR
adalah putusan MPR yang berlaku
mengikat ke luar dan ke dalam

\lPR. sedangkan Kepu-tusan
\,lPR adalah putusan MPR ,vang
berlaku hanya ke dalam IvlPR.

Setelah UUD 1945 diubah
dan Penjeiasan UUD 1945

din]atakan tidak berlaku )agi,

maka ketiga lungsi Presiden di
atas lidak tersurat dengan jelas.

\{eskipun demikian dari keten-
tuan-ketentuan !ang ada dalam
Batang Tubuh UUD 1945. masih
terlihat fungsi presiden sebagai

Kepaia Pemerintahan Negara dan
Kepala Negara- namun tidak lagi

sebagai mandata.is MPR karena

selain ketentuan dalam penjelasan

UUD 1945 tidak ada lagi.
Presiden juga tidak lagi dipilih
dan diangkat oleh MPR
melainkan oleh rakyat langsung.
Sesuai dengan firngsi tersebut. di
bawah ini penulis kemukakan
kekuasaan yang dimiliki olch
Presiden baik sebagai Kcpai:
Negara maupun sebagai Ker,a :
Pemerintahan Negara.

Sebagaimana dikcmui.i..--.
di atas, sebagai Kepal: \:'.::
Presiden mempun.ai ii:'--:--
lang tidak rcal :::.:. :'- :.



ご711:Å r ′ヽ 0ヽ ′/■り ′、■ヽ″′[EM∂DR2のつ5

麺
7

9

h.rsilat nominal. Artinla. dalam
hal ini. Presiden tidak merriliki
kekuasaan menlerintah ncgara
,iccara langsung sehari hari.
Kckuasaan ini meliputi kekuasaan

]ang .diatur dalam Pasal 1l
sampai dcngan 15 UUD 1945
(Moch. Kusnardi dan Harmaily
Ibrxhim. 1983: 207 210). yaitLr:
l. Prcsideo memegang kckua,

saan tcrtinggi kekuasaan
le(inggi atas Angkatan Darirt.
Angkatan Laut. dan Angkatan
Udara (Pasal l0).
Presiden dcngan perseluiuan
Deuan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, mcm
buat pcrdamaian dan perjan
ian dengan ncgara lain lPasal
llAyar(l)1.
Prcsiden dalam membuat
pcrjaojian internasional lain
nya yang inenimbulkan akibat
yanEi luas dan nrcndasar bagi
kehiclupan lakyat yang tcrkait
dengan bcban keuangan
dan/atau mengharuskan peru
bahan alau pembentukan
undang-undang harus dengan
pcrsctujuan Dewan Perwakil-
an Rakyat [Pasa] I 1 Ayat (2)1.

Presiden menyatakan keada-
an bahaya (Pasal I2).
Presiden mengangkat dura dan
konsul lPasal l3 Ayat (l)1.
DrliLm nlengangkal duta,
P|esidcn mcmpcrhatikan
peftimbangan Dewan Perwa-
kiltn Rakyat lPasal 12 Ayat
rl

Prcsiden menerima penetn-
patan duta ncgan iain dengan
memperhatikan pcrtimbangan
Dcwan Perwakilan Rakvat

lPasal 12 Ayat (3)1.

Presiden membcri grasi dan
rchaililasi dengan mcmper,
hatikan pcrtimbangan Mahka
mah Aguns lPasal 1,1 Ayat
( 1)1.

Presiden mcmberi amnesli dan
abolisi den8an mcnrpcrhatikan
perlimbangao Deqan Pcrwa
kilan Rakyat IPasal 1-1 Avat
(2)1.

10. Presiden mcmberi gelar. trnda
jasa, dan lain-lain randa
kchormalan (Pasal l5 ).

Tugas Presiden sebagai Kcpale
Negara lersebut di atas, dalanl
kenyataan sehari-hari susah
dibcdakan dcngan tugasnya scba
gai Kepala Pcmcrintahan. Hal ini
karena cli Indonesia, Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahln
dijabat oleh lemabag yang sama
Yaitu Preslden. Sepintas, pelaksa
naan kedua fLtngsi oleh Presiden
memang susah dibedakan, namlrn
apabila melihat ketentuan di atas,

maka pelaksanaan fungsi Presiden
sebagai Kepala Negara tampak
jclas..

Kekuasaan Presiden seba-
gai Kepnln Pemerinlahan dapat
dibedakan atl1s kekuasaan di
bidang eksekutif dan dibidang
legislatil (Moch. Kusnardi dan

Harmaily lbrahim, I9l3li 179)

)
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Berikut ini penulis uraikan kedua

bidang kekuasaan Presiden.

l- Kekuasaan Presiden di
bidang Eksekutif

Kekuasaan Presiden di
bidang eksekutif dapat dilihat
pada ketentuan Pasal '1 A\al
(1) UUD 1945 sebagaiman
telah penulis kemukakan dl

atas. Kekuasaan ini nreliputi
semua lapangan (bidang)

tugas administrasi negara
(eksekutil) baik ]ang dilen-
tukan oleh peraturan perun-
dang-undangan. kelen-luan
yang tidak tertulis (kebiasaan)

maptm berdasarkan kebe-
basan benindak untuk men-
capai tujuan dibentuknla
pemerintahan (Philipus M
Hadjon, 1993:84-85). Hal ini
karena Presiden adalah
penyeleng-gara pemerintahan
real sehari-hari, yang memim-
pin dan melaksanaan kekua-
saan pemerintahan secara

nyata.
Menurul teo residu,

bidang kekuasaan eksekutil
adalah bidang kekuasaan
negara selain dari kekuasaan
bidang legislatif (kekuasaan

membentuk undang-undang)
dan judikatif (kekuasaan

mengadili) (Philipus M
Hadjon, et al. 1993: 4).
Apabila teori ini dipakai untuk
melihat kekuasaan Presiden di
bidang eksekutif menurut
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manurrl l,l D 19,15. maka
kekuasaan tersebut adalah
yang tidak dijalankan oleh
lembaga Konstitutif (NIPR).

legislatif (Predcn. DPR dan

DPR). kekuasaan judikatif
(MA dan \4K). kekuasaan
pemeriksaan keuangan (BPK).
kckuasaan pemilihan umum
(KPU), kckuasaan dewan
pertim-bangan.

dengan
Keterapan MPR No. III/
\1Ptu'2000 sebagaimana telah
dikemukakan penulis pada

uraian sebelunm] a. kckuasain
eksekutif ) ang dilentukan olch
peraluran perundang-undang-
an dimaksud adalah kekua-
saan )ans telah ditentukan
oleh UUD. Keieiapan MPR,
UU,/Perpu. Peraturan Peme-
rintah (PP), maupun pemturan
lain di ba*ahn1a. Semua

bidang tugas (urusan) yang

teiah diatur dalam peaturan
perundang-undang-an teISebut
dan bukan menjadi keue-
nangan lembaga lain. maka
harus dilaksanakan oieh
Presiden.

Kekuadaan Presiden di
bidang eksekutif )ang
didasarkan pada ketentLran

yang tidak tenulis (kebia-

saan) adalah kekuasaan y an3

berkaitan dengan hal-hal .lng
sudah menjadi kebiase:
prakrek penrclcnrr::r:-:
ne-cala. \ ang di.et'il: .l::.:.:

Sesuai
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kebiasaan (konvensi) ketata-
negtaraan. Konvensi ketata
ncgaraan adalah Perbuatan
dalam kehidupan ketata-
negaraan yang dilakukan
bdulang-ulang sehingga djte
rina dan ditaati dalam praktek
(Moh Kusnardi dan Harmaily
Thrahim. 1984: 50-51).
Konvensi ini diakui sebagai

sumhcr hukum tidka tertulis
yang dapat dijadikan dasar

hertindak. termasuk dasar

bcnindaknya peme ntah,

dalam menjalankan tugas-

tugas pemerintahan- Sbagai

contoh. Presiden menyam-
paikan pidato kenegaraan di
hadapan sidang Dewan

Perwakilan rakyat setiap

tanggal 16 Agustus, Prcsiden

menyampaikan Rancangan

Undang undang Anggaran

Pendapaian dan Belanja
Ncgara setiap awal akhir
tahun kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (Moh

Kusnardj dan Harmaily
lbrahim, op. cir.. 19E3 50.).

Kedua contoh konvcnsi
tcrsebut tidak dialur secara

tertulis dalam peraluran

perundansr-Llndangan. tetepi

ditaati olch Prcsiden unluk
melakukan kegiatan ]ang
sama.

Kekuasaan Presiden di

bidang eksekulif yang dida-

sarkan pada kebebasan

berlindak (/,'eies erme.lJ?n

dt 11 u di s c r.t i on a ir e) (Phtl\P]us

M Hadjon. 1993: 148-1'19).

Kewcnangan ini dimiliki oleh

sctiap pclabat pcmerintah
(administrasi negera) dalam
rangka efektivitas dan

efisiensi tugas pemerinlah.
Kebebasan benindak dimak-
sud adalah ke\\enangan
pemerinlah untuk bertindak
tanpa terikat fada Peraturan
pcrunsangundangan dcmi
tercapainya tujuan adminis

lrasi negara atau Pcmerintah.
Kekuasaan Presidcn

tersebut di atas mclipLlti

semua bidang tugas Peme-
rintahan, yang apabila dipilah-
pihal bentuk kegi-ataan

pelaksanaan kekuasaannla
dapat dibedakan alrs

Pcrbuatan:
1. rnelaksanakan Peraturrn

Perundang undangan )'ang
mcnjadi kc$enangan
bidang eksekutil (adminis-

trasi negara) (scsuai

kelentuan L-LD dan

peraturan lain di
bawahr]!al:
membual Peraturan
pcngganli undang-undang,
dalam hal negara dalam
keadaan genting Yang
mcmaksa (Pasal 22 UUD
19,15).

menlbuat Peraturan Pelak
sana dari udang-undang

dalam bentuk Petaluran

Pcmerintah (PP) (Paal 5

2

3
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Arat (2) LUD 1945L
Keputusan Presiden (Pasal

(1 A)at (1) ULiD 1945);
4. melimpah-kan kewenang-

an membuat Peraturan
Felaksana dan peratuGn
otonom pada Menieri atau
Kepala Lembaga Perne-

rintah ).lon Departemcn
(Ka. LP\D) (Pasal l7
IiI D 19,151 dan Pemerin-
tah Daerah sena Legislatif
DaeGh (DPRD) (Pasal 18

UUD 1945 jo UU \o. 22

Tahun 1999 lcntang
Pemerintahan Dacrah).

5. membuat peturan kebi-
jakan (beleidregels) ber-
dasarkan kewenangan
diskesi atau ;freies
ermessen.

2. Kekusaan Presiden di
bidang Legislatif

Presiden Republik lndonesia
juga memiliki keterlibatan dalam
kekuasaan legistalil, yakni
kekuasaan membentuk undalg-
undang. Dalam UUD 1945 telah
diatur beberapa ketentuan tentang
pembentukan undang-undang
sebagai berikut:

Pasal 5r
(1) Presiden berhak menga-

jukan rancangan un-
dang-undangan kepada
Deu'an Peru.akilan Rak-
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Pasal 20:
(1) Dc\\'an Per*akilan Rak-

)at memegang kekuasa-
an membentuk undang-
u11dang.

(2)

(3)

(4)

(5)

Setiap rancangan un-
dang-undang dibahas
oleh De\\'an Perrakilan
Raklat dan Preslden
untuk mendapatkan per-
setujuan bersama.
Jika rancangan undang-
undang itu tidak menda-
pat persetujuan bersama.
rancangan undang un-
dang itu tidak boleh
diajukan lagi dalam
sidang Dewan Pema-
kilkan Rak) at masa itu.
Presiden mengesahlan
iancangan undang-
undang yang telah
disetuiui bersama untuk
meniadi undang-undang.
Dalam hal rancangan
undang-undang yang
telah diselujui bersama
tersebut tidak disahkan
oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari
semenjak rancansan
undang - undang itLL

disetujui, rancangan
undang- undang itu sah

menjadi unclang-undang
dan rvajib diundangkal

Pasal l0A:
(1) Dc\\an Perq:k: :: i:..

\al menl:i:tr i. j-:::
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lcllislasi. fungsi ang-

garan, dan fungsi
pcngawasan,

Pasal 2l:
(l) Anggota Dewan Perwa-

kjlan Rakyal berhak

mengajukan usul ran

cangan undnag-undang.
(2) Jika rancangan undang-

undang itu meskiPun

diselului oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

tidak disahkan oleh

Presidcn, maka rancang_

an tadi tidak dapat

dnnajLlkan lagi dalam

pcrsidangan l)ewan
Pelwakilan Rakyat masa

itu.

Pasal22:
(l) Dalam hal ihwal

kegentingan Yang
memaksa. Presiden

berhak mcnetaPkan

peraturan Pemcrintah
sebagai Penggantr
undxng undang.

(3) Peraturan pemerintah ilu
harus n]cndapat
persetujuan Dewan

Per\,,akiian Rakyat

clalam persidangan Yang
herikut.

il) Jika tidak mendaPat

pcrsetuiuan, maka

pcraturan Pemerintah ilu
harus dicabut.

Pasal 22A:
Ketentuan lebih laniut
tentang tata cara

pembuatan undang

undang diatur dengan

undang undang

Pasal 22D:
(1) Denan Perrvakjlan Dae-

rah dapat mcnga-jukan
kepada Dewan Per$ a_

kilan Rakyat rancangan

undang_undang Yang
bcrkaitan dengan otono-

mi daerah. hubungan

Pus.tt dan daerah,

pembentukan dan Peme-
karan scrtl Pen!!ga-
bungan daerah. Penge-
lolaan sumber daya 

^lcmdan sumber cla,r a

ekonomi lalnnya, scfla

yang berkaitan dengan

pelinlbangan surnber

keuangan Pusat daerah.

(2) Dewan Perwakilan

Daerah ikLlt membahas

rarcangan undang

undang Yang berkaitan

dengan otonomi daerah'

hLlbungan Pusat dan

daerah, Pemben tuktn
dan Pemekaran serta

penggabungan daerah,

Pengelolaan sumbcr

daya aiam dan sumber

daya ekonomi lainnYa,
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serta ]ang berkaitan
dengan per-imbangan
sumber keuangan Pusat
daerah. sefta memberi
pe im-bangan kepada

. Dervan Peru,akilan Rak-

Yat atas raicangan
undang-undang
anggaran panda-palan

dan belanja negara dan

raulcangan undang-
undang )ang berkaitan
dengan pajak, Pendi-
dikan dan agama.

Dari beberapa ketenluan tersebut

di atas, dapat penulis kemukakan
bahwa:
1. lembaga yang terlibat dalam

pembentukan UU pada

prinsinya ada tiga, Yaitu
Presiden, DPR, dan DPR
Meskipur demikian. keter-

libatan DPD dalam Pemben-
tukan UU hanla terbatas Pada
hal-hal yang ada hubungarmYa
dengan otonomi daerah,

seperti diuraikan di atas.

2. Dalam membentuk UU,
Presiden, DPR, dan DPR
memiliki hak dan kewenangan
yang berbeda, yaitu:
a. Presiden memiliki hak

mengajukan rancangan
undang-undang, memba-
has rancangan undang-
undangan bersama DPR
(dan DPD unluk RUU
yang berkailan dengan

otonomi daerah, hubung-

P RESI D!:N RE?LIB I.I K I \ DO\' E5 ] 1

PtSC1..1itL1\DE1.1E.\ L.l D 19]:

an pusal dan daerah
pembentukan dan Peme-
karan scfta penggabungan

daerah. pelgelola:r,r sum-
ber da)a alam dan sumber
dala ekonomi lainnla.
serta yang berkaitan
dengan perimbangan sum-
ber keuangan pusal

daerah. serta nremberi
pertimbangan kePada

Dewan Perrvakilan Rakyat
atas rancangan undang-

undang anggarall Penda-
patan dan beiania negara

dan rancangan undang-
undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan
dan agama); dan menge-

sahkan rancansan undang_

undang menjadi rurdang-

uldang. Dalam membahas

RUU. Presiden beru'cnang
menYetujui ataLl menolak
RUU. dan dalam menge-

sahkan RUU menjadi UU
Presiden dapat menge-

Sahlan alau menolak
untuk mengesahkan.

b. DPR mempunyai kekrra-

saan membentuk undnas_

undang, memiliki hak

mengajukan usul ran'
cangan ulldang-undan!.
membahas ran_ a an -!:.4.
undang-undang t'e.i:::::
Presiden (dan DPD -::-.:-..

RUU )eng b..\-:r: r:
dengan otoni::_.r ::,":':
hubung-an ! -::: :r-
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.laerah, pcmbentukan dan
peme kamn serta pcngga_

bungan dacrah, penge-

lolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang

berkailan dengan perim
bangan sumber keuangan
pusal daerah. serta

memberi pcrtimbangan
kcpada Dcwan Perwa-
kilan Rakyat atas

rancangan undang undang

anggaran penda patan dan

belanja negara dan

rancangan undang-undang
yang bcrkaiian dengan
pajak, pendidikar dan

agama). Dalam membahas
RULi, DPR bcrwenang
menyetujui atau menolak
I{UU.
DPD iremiliki hak

men-eajukan rancangan
undang-undang. khusus
\ rng berkaitan dengan
olonomi daeralh. hubung-
cn pusat dan daerah,
pembentukan dan peme

karxn \erta pengga-bungan

dacrah. pengclo-laan
rumber daya alan dan

sumbar da) 3 ekonomi
lxinn) a. \er!a )ang
bcrkaitan dengan perim
bangan sun1ber keuansan

pusat daerah: ikul
mcmbahas rancang-an

undang-undang )ang
berkaitan dengan otonomi

daerah, hubung-an pusat

dan daerah, pembentukan
dan peme karan scrta
penggabung an daerah.
pengelolaan sulnbe| daya
alam dan surnber dayn

ekononri lainnya, serta

tang berkaitan denElan

pcrim bangan sunlber
keuangan pusat daerah;

dan memberi Pcrtim-
bangan kepada De$,an

Perwa kilan RakYat atas

rancangan undang-undang
anggaran panda-Patan rlan

belanja negara dan

rancangan undang-undang
yang berkailan dengan
pajak. peodidikan dan

agama.

D,rri uraian di atas. Prcsiden

memiliki peran lebih besar di
bidang legislatif dibandingkan

dcngan DPR dan DPD, karcna

Presiden berpemn dalam tiga
tahap pembentukan undang-

undang, sedangkan DPR dan DPR
yang bcrperan dalam dua tahaP

pembentukan UU Presiden

berperan pada tahaP Pengajuan
RUU. tahap pembahasan RUU,
dan tahap pengesal]an RUU,
scdangkan DPR dan DPD hanYa

berperan pada lahap Pengajuan
RUU dan lahap Pembahasan
RUL Selain itu. Presiden lcbih
menentukan terbentuknya UU
dibandingkan dengan DPR dan

DPD. Selain dapat menolak RUU
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pada lahap Pembahasin Presiden

]uga dapat menolah mengcsahlJn

RUU mesLiPun RLTLI lersebut

sudah mendaPat Persetujuan DPR

ldan DPD). DPR dan DPR han,va

dapar ftenolak RUU Pada Pada

tahap pembahasan. dan DPR sefa

DPD tidak memiliki keu'enangan

mengesahkar RUU menjadi UU'
Uraian di atas juga memPer-

lihatkan Presidenlah sebenam]a

rans melahirkan UU. karena Pada

.u"i Presiclen mengesahlan

tdensan menandatngani) L'L')'

maki pada saat itu UU terbenruk

dan lairir. Sedangkan ketika DPR

dan DPR melakukan PerarnYa
vans terakhir. -l aitu mcmbeli

n.rituiu- atas RULI. Pcda saat

it,, heium terbentuk atau lahir L Lr

melainkan masih berbentuk RUU

vane telah diserujui DPR {DPD)

i(arlna masih RUU. maka di sini'

DPR dan DPD tidak bisa

membentuk atau melahirkan UU'
Menuut Pasal 20 A]at (5)

UUD i945, sebagaimana

rumusannla telah diuraikan tli

atas. memang dapat teriadi RUL

langsung menjadi ULI tanPa

nengesahan oleh Presiden

k"tlnnl- lru han\ a bersitat

insidentil, Yakni aPabila selama

tica puluh hari sejak Rllll
.!"seruiui bersame Prcsiden Jan

DPR iserta DPD) Presiden tidak

mengeunaksn \\e\\enangn)a

untrl-rn"ng"ruhLun atau menolak

-"nresahkin UL 'cpabila
Preslden selalu menggunakan

鳳
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厠
\'. PERTANGGUNGJAWABAN

PRESIDEN
Jika mengkaji ketentuan

tlllD 19.15 pasca amandemcn,
rar\irat ketcntuan yang mcngatur

fertanggungawaban Presiden.
PertanElgungja\\'aban ilu dibeda-
kan atas dua macam, yaitu
pertanggungia\vaban scbclum
masa jabatannya berakhir dan

per-tanggungjawaban setelah masa
jabatannya berakhir. Berikut ini
penulis kemukakan masing-
masing pcrtanggungiawaban
Plesiden dimaksud.

1. Pertanggungiawaban
sebelum masa jabatannya
berakhir

Presiden memiliki masa
jabatan lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih
kembali untuk Iima tahun
bcrikutnya (Pasal 7 UUD
19451 Selama masa
jabatani)'a Presidcn diawasi
olch Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) (Pasal 20A),
Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) (Pasal 22D UUD
19,15), dan Badan Periksa
Keuangan (BPK) (Pasal 23E).
Pengawasan yang dilakukan
oleh DPR adalah pengawasan
terhadap pelaksanaan UUD,
Ketetapai Majelis Permu-
svawaratan Rakyat (TaP

IIPR), pelaksanaan undang-
undang (UU), pelaksanaan
undangundang angrgaran

pendapatan dan bclanja ncgara
(UUAPBN). sefta kebijakan
pemerintah (Pasal 26 UU No.
22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan
Ma jelis Permiusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Rak!at, Dewan Perwakilan
Daerrh dan Dewan
Per$akilan Daerah). Penga

\\asan \ang dilakuka:r oleh
DPD ailalah pengawasan
terhadap palaksanaan undang-
undang menslenui otonomi
daerah, peinbcntukanl,
pemekaran. dan Pengga-
bungan daerah. hubungan
pusat dan daerah. pengelolaan
sumber daya alam dan surnber
daya ckonorni lainnya,
pclaksanaan anggaran panda-
patan dan belanja daerah.
pajak, pendidikan. dan agama
(Pasal 22D UUD I9.15).

Pengawasan yang dilakukan
oleh BPK adalah pcnca\Lasan
atas pelaksanaan Pengclolaan
dan tanggung jawab keuangan
negara (Pasal 238 UUD 19.15)

Pengawasan yang dila
kukan oleh BPK dan DPD
digunakan sebagai masukan
bagi DPR dalam melakukan
fungsi pe,rgawasan terhadap
Presidcn. Karena hasil
pcngawasan olch BPK dan
DPD diberitahukan kepada
DPR untuk ditindaklanjuti.
Karcna itu, kcwenangan
melakukan tindak lanjut dari



瑣
hasil pengawasannya tcrhadap
pemerintah (Presiden) adalah
berada pada DPR.

Meskipun banyak aspek
yang diawasi oleh ketiga
lembaga negara tersebut di
atas- namun tidak semua
aspek pelanggaran yang
dilakukan oleh Presiden dapat
ditindaklanjr-rti oleh DPR ke
arah upaya pertanggung-
jawaban Presiden sampai
deflgan pemberhantiannya dari
jabatan Presiden. Pelangaran
yang dapat dimintakan
pertanggungiawaban Presiden
sampai dengan pember-
hentiannya hanyalah terbatas
pada "pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan,

tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela,
maupun apabila Presiden tidak
lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden (Pasal 7A jo 24C
UUD 1945). Pelanggaran
aspek lain -'-'ang dilakukan
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dapat dibedakan atas

pelanggaran hr.rkum pidana.
hukum tata negara, dan
pelanggaran moml.
Pelanggaran hukum pidana
meliputi: penghianatan terha-
dup negam, korupsi.
penyuapan. dan tindak pidana

berat lainnya. Pelanggaran
hukum tata negara berupa
tidak lagi memenuhi syarat
sebgai Presiden. Pelanggaran
moral berupa perbuatan
tercela yang dilakukan oleh
Presiden. Apabila dikaji,
ketentuan tersebut banyak
menimbulkan permasalahan.

seperti mangapa hanya
perbuatan hukum pidana
seperti itu saja yang dapat
dimintakan
jawabamya?,

pcllttggung_

mcngapa
pelanbggaran hukum tata
negda hanJa mengenai
persyaratan Prcsiden I ang
tidak lagi dipenuhi untuk

oleh Presiden dapat
dimintakan pcrlanggung―

jawabannla hanya sampai
pada upala perbaikan
perbuatan atau kebilakan
Presiden dan lidak sampai
pada diberheniikann) a dari
jabatan Presiden.

Pelalggaran Presiden
yang dapat dimintakan per-
tanggungjawabannya hingga
diberhentikannya da jabatan,

dimintakan
jawabannla?

peflanggung-
\leogapa

perbuatan moral berupa
pcrbuatan lercela saja,vang
dapat dihjadikan dasar untuk
meminta pertanggungja$aban
Presiden I Apa ukum[ atau
bagaimana mengukur suatu
perbualan Presiden tercela?

Pertanyaan-pertanyaan
di atas menunjukan masih
adanya problematika aspek
pelanggaran yang dilakukan
Presiden. yang dapat dimin
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tekan pertanggunglawaban
n)11. Ketidak jclasan batas dan
ukuran pelanggaran tersebu
depal nenimbulkan dilerna
dalam proses meminta
pe Erggunglawxban Presiden,
karena akan muncul
interpretasi berberdeda bahkan
bcrtolak belakmg mcngenai
hal ilu anlara pihak Presiden
dan DPR. Terlcpas dad
dilema tersebut. yang jeias,

aspek-aspek itulah yang dapat
dimintakan
pcrtanggunga\\' aban Presiden
sampd diberherl-tikannya
Presiden dari iabatannya.

Setelah UUD I9,15

diamandemen, pelanggaran
Presiden yang diteDukan oleh
DPR tidak cukup sekitdar

dugaan, tetapi harus dibuk
tikan secara hukum. Untuk
rnernhuktikan hal itu. DPR
rnempunYai hah-hak dibidang
pengawasannya. yang mcnca
kup hak intcrpelasi, hak
angket. hak pemyataan
pendapat, hak usul kepada
Mrhkamah Konstitusi. dan
hak usul kcpada MPR. Hak
interfclasi adalah hak DPR
untuk meminta keterangan
kepada pemcrintah mengenai
kebijakao peme ntah yang

penting dan strategis se a

berdampak luas pada kehi
dLlpan bemasyarakat dan

bernegara lPasal 20A ayat (2)

t-t-D 19,i5 lo Pasal 27 huruf a

darl penjelasannya UU No. :2
Tahun 2003). Hak angket
adalah hak DPR untuk
melakukan penyelidikan tcr-
hadap kcbijakan pemcrintah
vang penting dan strategis
serta berdampak luas peda

kehidupan bermasyarakat dan

bcrncgara yang diduga
bertenlangan dengan pcraturarl
pcrundang-undangan. [Pasa]
20A Ayat (2) UUD 19,15 .io
Pasal 27 huruf b dna
penjelasannya Utl No. 22

Tahun 20031. Hak pernyataan
pcndapat adalah hak DPR
schagai lembaga untuk
nren)alakan pendapat terhil-
dap kcbrjakan pcmerintah atalr

mengenaj kcjadian luar biasa
yang tcriadi di tanah air atau

situasi dunia internasional
disertai dcngan rckomendasi
penyelesaiannya atau sebagai

tindak lanjut pelaksanaan hak

interyelasi dan hak angkct
atau terhadap dugaan bah$a
Presiden dan/atau wakil
Presiden melakukan pelang-
garan hukum berupa
penghianatan tcrhadap ncgara.

korupsi, pcnyuapan, tindak
pidana beral lainnya atau

perbuatan lercela maupun
tidak lagi memenuhi sYarat

scbagai Presiden atau wakil
Presiden [Pasal 20A A]at (2)

UUD 1945 jo Pasal 2? huruf c
dan penjelasannya UU No. 22

Tahun 20031.



颯
Apabila dengan meng-

gunakan hak-hak tersebut
DPR menyatakan Presiden
diduga melakukan pelang-
garan hukum atau moral
seperli disebutkan di atas,
DPR berhak mengajukan usul
kepada Mahkamah Konstitusi
untuk mengadili dan memutus
tentang pelanggaran yang
dilakukan oleh Presiden [Pasal
7B jo 24C Ayat (2) UUD
19451. P€ngajuan usul tersebut
dapat dilakukan DPR apabila
mendapat dukungan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlag
anggota DPR yang hadir
dalam sidang paripuma yang
dihadiri sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota DPR.
Berdasarkan usulan tersebut,
Mahkaman Konstitusi ber-
sidang untuk membuktikan
dan memutus dugaan DPR
tentang pelanggaran hukum
yang dilakuka.n oleh Presiden.
Persidangan dan putusan
Mahkamah Konstitusi sudah
dapat dihasilkan paling lama
sembilan puluh hari sejak
mene ma usul persidangan
dari DPR. Putusan Malkamah
Konstitusi atas hal tersebut
disampaikan kepada DPR.
(Pasal 78 jo Pasal 24C UUD
1945).

Setelah menerima putus-
an Mahkamah Konstitusi.
DPR menyeleng-garakan
Sidang Paripurna untuk
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meneruskan
pemberhentian

usul
Presiden

kepada MPR. (Pasal 78 UUD
1945). Apabila sidang
menyetuju usul teasebut, maka
Ketua DPR mengajulkal usr.rl
kepada MPR agar menyeleng-
garakan sidang gufla mem-
berhentikan Presiden dati
jabatannya. Atas dasar usul
tersebut MPR wajib menye-
lenggarakan sidang paripuma
untuk memutus usul DPR
paiing lama tiga puluh hari
sejak MPR menerima usul
tersebut (Pasal 78 UUD
1945). Rapat paripuma MPR
wajib dihadiri sekurang-
kurangnya % dari seluruh
anggota MPR. Sebelum MPR
mengambul putusan, Presiden
terlebuh dahulu diberi
kesempatan untuk men-
jelaskan pelang-garan hukum
yang diduga oleh DPR.
Berdasarkan usulan DPR dan
pen.jelasan Presiden, MPR
membahas dan memutus
masalah tersebut yang wajib
disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari anggor
MPR yang hadir pada sidang
paripuma (Pasai 78 jo Pasal
24C UUD 1945). Apabila
putusan MPR memperkual
dugaan DPR, maka MPR
memberhentikan Presiden dari
jabatanyya (Pasal 3 UUD
r945).
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⑩
Kctentuan yang meng-

Irur proses atau mekanisme
pcmberhcntian Presiden di
lengah DaSa jabatannya
rersebut di atas tidak scrta
merta pemberhenlian Presiden
dari jabaraDnya. Ada
persyaratan-persyaratan vang
harus dipenuhinva. Penama.
dugaan pelanggaran hukunt
olch Presiden wajib
dibuktikan di depan sidang
Mahkamah Konstitusi. Kcdua.
sidang MPR harus memenuhi
korum dan putusan pem
berhentian Prcsidcn oleh MPR
juga harus memenuhi svarat
jumlah dukungan anggota
N{PR sepcrti lersebut di atas.
Ini bcrartr. apa yang diduga
oleh DPR bahwa Presiden
melanggar hukum belum tentu
tcrbukti oleh Mahkamah
Konsiitusi- Apabila dapal
dibuktikan di Mahkamah
Konstitusi. Presiden helunr
tentu cliberhcntikan dari
jabatannya apabila persi,
dangan MPR tidak memenuhi
korum atau putusan MPR
tidak memcnuhi syarat jumlah
dukungan an-qgota MPR. 2.
Kondisi iii dapat rnenim-
bulkan tiga kemungkinan.
Pertama dugaan kesalahan
Prcsiden tidak dapat
ilibuktikan oleh Mahkamah
Konstilusi. sehingga Presiden
:rd.ik dafat diberhentikan.
KaJua. dugaan kcsalahan

Presiden dapat dibuktikan
olch Mahkamah Konstitusi
dan mendapat dukungan
pember-hentian dari anggota
MPR, sehingga Presiden
dibcrhen-tikan

Jabatannya. Ketiga, dugaan
kesalahan Presiden dapaf
dibuktikan oleh Mahkamah
Konslirusi tetapi tidak
mendapat dukungan pem
berhenlian dari anggota MPR,
sehingga Prcsiden lerap tidak
diberhcntikan. Di antara riga

dati

kemunekinan tersebut,
kemungkinan yang kcriga
yang sangat ironis, karena
seorang yang tclah terbukti
bersalah (melanggar hukum)
ternvata tidak dapat
diberhentikan dari jabatan-
nya. Pada kondisi yang
dcmikian, Indonesia dipimpin
oleh seorang Prcsiden yang
melanggar hukum. Apabila
pclanggaran hukum itu berupa
korupsi. rnaka dalam kondisi
seperti tadi, dapar terjadi
Indonesia dipimpin olch
Presiden koruptor.

Pertanggungiawaban di
Akhir Masa Jabatan

Pe|tanggungJawaban
Presiden clapat terjadi pada
akhir masa labatannya.
Setelah UUD 19.15 diaman
demen. ketentuan yang
mengatur hal ini tidak ada.
Apakah sctelah berakhir masa
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∝
jabatannya, Presiden harus

mempertan ggung-j awabkan
jabatan yang telah
dilaksanakan? Bagaimana
mekanisme pertanggung-
jawaban itu? Kepada siapa
pertanggungiawaban
Presiden? Apa dampak hukum
dari pertanggungiawaban
tersebut? semua pertanyaan
itu tidak ada iawabannya
dalam llUD 1945 setelalt
diamandemen.

Hal di atas berbeda

dengan ketentuan saat UUD
1945 belum diamandemen.

Saat itu ketentuan tentang
pertanggungiawaban Presi-

den di akhtu masa jabatannya

terdapat pada Pejelasan UUD
1945. Dalam Penj elasan

tersebut dinyatakan
Presiden diangkat oleh
Majelis, bertunduk dan

befianggungjawab kepaa

Majelis. .. "(Penjelasan Um-
um angka III.3). Ketertuan
dalam penjelasan ini sebagai
konsekuensi dai ketentuan
Pasal 6 Ayat (2) yang

menyatakan Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dan

diangkat oleh MPR dengan

suara terbanyak. Dari
ketentual ini tampak terlibat
bahwa Presiden harus
mempertanggungj awabkan
tugas yang telah dilaksana-
kannya. Pe(anggungja$aban
itu dilakukannya di hadapan
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MPR. Pertanggungjawaban itu
dapat dite.jadi pada akhir
masa jabatannya atau di dalam
masajabatannya.

Hilangnya ketentuan
pertanggungjawaban Presiden

di aklir masa jabatannya

terkait dengan ketentuan Yang
mcngatur pengangkatan
Presiden. Setelah UUD 19'15

diamandemen, Presiden tidak
Iagi dipilih dan diangkat oleh
MPR retapi dipilih langsung
oleh rakyat dan dilantik oleh
MPR (Pasal 6 jo Pasal 3).

Pemilihan Presiden olch
rakyat dilakukan melalui
mekanisme pemilihan umum,
yang secara opemsional diatur
dalam UU No. 23 Tahm 2003

tefltang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Prcsiden.
Dalam ketentuan itu, yang

menentukan seomng menjadi
Presiden adalah rakyat,
sedangkan MPR hanyalah
sebagai lembaga nega.a yang

berfungsi hanya melantik
Presiden. Dari ketentuan ini.
apakah MPR tetap harus

befianggungja\\'ab kePada

MPR?, tampaknya UUD 19.15

pasca amandemeD tidak
mengatumya demikian.

Dari ketentuan di atas.

pertanggungjawaban Presiden
diakhir masa jabatann,va pasca

amandemen UUD l9'15 tidr:i
menyiratkan penang-lL.i_
jawaban formal sepeni \:::
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dilakukan Presiden sebclum
UUD 19,15 diamandemen.
Pada waktu itu. Presiden harus

lnen)ampajkan pidato
peltang-gungjawabannya di
hadapan MPR dalam Sidang
Paripurna MPR. Pidato itu
dibahas dan dinilai oleh MPR.
kemudian MPR menetapkan
sikapnya. apakah menerrma
atrLl menolak pcrtang-
gungjawaban tersebut. Setelah

UUD 1945 diamandemen. hal
sepe[i ilr.] tidak diatur lagi. Di
Akhir masa .iabatannya
Presidcn hanya mcmper_
tanggungjawabkan tugas yang

dilaksanakannya secara modal
kepada rakyat. Tidak ada

acara pidato pcrtanggung-
ja\\aban yang pcrlu
disampaikan oleh Presiden.

Rakyrt (setiap orang) diberi
kcbcbasan untuk menilai
kineria Presiden l,ang telah
berakhir masa labatannya.
Atas dasar penilaian itu,
rakyat diberi kebcbasan untuk
rnemilih kembali atau tidak
manlan Presiden tersebut
untuk menjadi Presiden
kembali pada masa jabatannya

y' ang keclua. Pcrtanggung_
jawaban sepertl ini dapat
pcnulis katakan sebagai
berltuk pcrtanggung-jawxban
\ecara diam-diam. karena

iacira cliant diam rakyat
nr.nllar kinerja mantan
Plc'iilen dan beban me-

nentukan apakah rakyat akan

memilihnya kernbali atall
tidak menjadi presidcn pada
masa jabatannya yang kedua.

VI. PROBLEMATIIG
Pertanggungiawaban

Presiddcn pasca amandemen
tlUD I9,15 scpcrti di atas

rnengandune problematika Yang
sangat berpengaruh Pada

ketatanegaraankehidupan
Indonesia. Berlkut ini penulis
uraikan problematika dimaksud.

1, Pembuktian pelanggaran
hukum oleh Presiden

Sehagaimana dikemu
kakan di atas. dugaan
pelanggaran )arg dillkukan
oleh Presrdcn dibedakan atas

pelanggaran hukum pidana.

hukum tala negara, dan moral.
Pelanggaran itlr harus

dibuktikan oleh Mahkamah
Konstitusi. Problcmnya adalah

apakah Mahkamah Konstitusi
mampu melaku-kan proses

peradilan pidana untuk
membuktikan pelanggarrn
hukum pidana, sepefli
penghianatan terhadaP negara.
korupsi, atau tindak pidana
berat lainnya? Mengapa hanya
pelenggaran-Pelan ggaran

hukum pidana itu saja yang

dijadikan dasar untuk
meminta pefl anggun&iawaban
Presiden, sedangkan Yaog
lainnya tidak'l McngaPa



瑣
Mahkamah Konstitusi hanya
mengadili pelanggaran hukum
tata negam yang menyangkut
persyaratan Presiden. padahal

banyak aspek hukum tata
negara yang bisa dilanggar
oleh Presiden? Siapa yang
dapat mengadili pelanggaran
hukum tata negam yang

dilakukan oleh Presiden selain
yang menyangkut persyamtan
Presiden? Apa ukuran dari
perbuatan tercela yang
dilakukan oleh Presiden?
Bagaimana Mahlamah Kons-
titusi mengukur perbuatan
Presiden sebagai perbuatan
tercela?

Menurut penulis
beberapa permasalahan di atas

muncul karena adanya
kerancuan konsep darr

sempitnya batas pelanggaran
yang dilakukan oleh Presiden.
Kemncuan konsep terletak
pada percampuran Penye-
lesaian pelanggaran hukrun
pidaru dan hukum tata negam
di tangan Mahkamah
Konslitusi. Sempitnya baus
pelanggaran terletak bapda
hanya pelanggaran tindak
pidana tertentu dan pelang-
garan hukum tata negara
tertentu yang dapat diadili 2.
untuk mempertanggungj awab-
kan Presiden. Konsep di atas

tidak mencerminkan penye-
lesaian pelanggaran hukum
secara komprehensip dan
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persarraan perlakuan hukum,
karena ada pemisahan proses
hukum atas peianggarar
hukum \ ang sama.

Penuiis berpendapat
sebaiknla pelanggaran atas

hukum Iang dilakukan oleh
Presiden tidak dibalasi. dan
yang mengadili pelarggaran
itu tidak hanla oleh
Mahkamah Konsturisi. Semua
pelanggaran hukum pidana
dapat dijadikan dasar unruk
mcmlnta pcllan3gung~

jawaban Presiden. dan
lembaga yang membuktilan
pelanggarannya adalah
Mahkamah Agung. Selain i!u.
semua pelanggaran hukum
tata negara dapat dijadikan
dasar untuk meminta per-
tanggungjawaban Presiden
dan lembaga yang membuk-
tikan pelarggarannya adalah
MalRalnah Konstitusi.
Khusus perbuatan pelang-
garan moral, sebaiknya tidak
hanya perbuatan tercela, tetapi
juga perbuatan lainn)a.
dengan kriteria yang dapat

diukur. Lembaga )ang
berwenalg mcmbuktikannra
adalah Mahkamah Agung.

Syarat kuorum MPR
Sebagaiamana dikemu-

kakan di atas- korum minimal
% anggota MPR hadir J":.
minilal 2/3 dad anggota \lPR
yang hadir men:..:r -r
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fembcrhentian Predisen dapat

rnenjadi Problematika ter-

hadap Pertanggungjawaban
Presiden. Korum ilu dapat

nlenghambat bahkan bisa

nlenggagalkan Pembcrhen-
tian Presiden dari Jabalann.va
Prolrlcmatikanya adalah akan

dapat terjadi seorang Presiden

vang dinYetakiin melanggar

hukum oleh Mahkamah

Konslitusi. tetapi tidak dapal

diberhentikan dari jabatannya.

karena korum tersebut tidak
terpcnuhi. Ballkan bisa terjadi,
Presiden Yang tclah dinya-

takan be$alah meleku-kan

korupsi (koruPtor) tctap

mcniitdi Presiden kareha tidak
bisi diberhcntikan olch {PR.

lni sangat ironis dan tidak
sejalan dengan kepastian

hukuln. KarcDa itu' aPabila

pelanggaran hukum oleh

Presiden tclah dibuktikan oleh

pengadilan. dan Presiden

dinyatakan bersalah' maka

sebaiknva Putusan Pengadilan
ilu diladikan dasar secara

otomatis olch MPR urltuk

membcrhentikan Presiden dari

iabattnnya. Hal ini sama

sepcrti MPR tinggal melantik
Prcsiden 1ang telah diPilih
olch rakyat

3. Konsekuensi
pertanggungiawlban di
akhir masa jabatan

⑩
Dengan tidak adan)a

ketentuan dan mekanisme
pcftanggungiawaban jabatan

Presiden di akhir miNa
jabatannya, akan berdamPak

pada tidak adanya kcwajiban
mernikul resiko Yang dltim-
bulkannya. Seorang Yang lelah

menjalankan kekuasaan dan

tanpa ada penilaian terhadap

pelaksa naan kekuasaan itu di
akhjr masa jabatannya, akan

menimbulkan kecenderungan

orang menyalahgunakan
kekuasaannya. karena merasa

tidak ada resiko Yang harus

ditanggung di akhir masa

Jabatannya. Apalagi Peniliaian
yang diiakukan oleh

masyarakat (rakyat) tidak
memiliki standar, Drckanisme,

dan pertang-gungjawaban
resiko atas jabatannYa Yang

lalu. kecenderungan PcnYalah-
gunaan kekuasaan itu makin

ada.
Iahatan Presiden

adalah jabatan Politik dan

.jabatan hukurn, Yang bcr-

dampak luar pada kehidupan

flegara ddn mas] Jrrkat. Agrr
add kontrol LlJn konsekuensi

terhadap resiko. maka Perlu
ada pertanggungjirwaban
jabatao secara Polilik mauPLln

secara hukum. Pertanggung

tawahan sc(lra hukum telrh
,l,etur drn dJn memrllki
rnckanisme sepe(i di atas'

sedangkan pertanggungjawab-



∝
an politik, khusunya dalam
kaitannya dengan pertang-
gungjau,aban di akhir masa
jabatan belum diatur.
Alangkah tidak adilnya.
Prcsi.den (andaikata) vang
tidak mampu melak-sanakan
tugasnya selamat dari
petanggungjawaban, hanya
karena rakyat tidak ada
keharusan mempertang-
gungjaraabamya. Karena itu
menurut penulis, sebaikn)a
pertanggungjaq,aban Presi-
den di akhir masa jabatan

tetap perlu diadakan dan
diatur dalam UUD I945.
Petanggungj awaban
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penanggungiau,aban Presiden di
dalam masa jabatannya dan
pertanggungja-\1 aban Presidcn di
akhir masa jabatann) a. Peftang-
gung]au,aban Presiden di dalam
masa jabatann] a rerkait dengan
ada.nya pelanggaran hukunr yang
dilakukan oleh Presiden.
sedangkan pertirnggungjauaban
diakir masa jabatannya terkait
dengan selesainya masa jabatan
Presiden.

Pertanggungiawaban Presi-
den di dalam masa jabalan
dilakukan dihadapan \4PR sctelah
mendapat putusan Mahkamah
Konstitnsi atas pelanggaran
hukum )ang dilalukannya.
Pertanggung-janaban di aklir
masa jabatan dilakukan secara

diam-diam di hadapan rakyatl
masyarakat. Kedua bentuk per-
tanggungjauaban tcrsebut masih
menimbulkan problematika, yang
berdampak pada ketidakpastian
tentang pertang-gungiawaban
Presiden. Untuk itu sebaiknya
IIIrD 1945 menrmusken kemhali
ketentuan teltang perlanggung-
jawaban Presiden.
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ltu

dilakukannya di hadapan
lembaga permusya$aratan
Rakyat, )aitu MPR. Ini
sebagai koNekuensi dari
MPR yang telah melantik
Presiden atas nama rakyat,
sehingga MPR juga menilai
pertanggrmgjawaban Preside[
atas nama rakyat.

VII. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas.

penulis dapat menyimpulkan
bah、va pertanggungiawaban
Presiden pasca amandemen UUD
1945 tidak diatur secara eksplisit.
Meskipun demikian, secara
implisit, pertanggung-jawaban ini
telah ada dalam UUD 1945.

Pertanggungjawaban itu dibeda-
kan atas dua macam, yaitu
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